
 

 

 

 

 
BUPATI GARUT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 28 TAHUN 2011    
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI GARUT, 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan 
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis 
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun 
anggaran 2011; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 

 
Mengingat   : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan                
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan                
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12                   
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12               
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak             
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang            
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 3988); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
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13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan                        
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 5049); 

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 4502); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4578); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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34. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 4783); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 4741); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di 
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4209) ; 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161);  

41. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

43. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah;  
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44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tantang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 309); 

51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.07/2010 tentang 
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan 
Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 687); 

52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang 
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan 
Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 57); 

53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.07/2011 tentang 
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 197); 

54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang 
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai 
Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota 
Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 200); 
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55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang 
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi 
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, 
Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 201); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2007 Nomor 16); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2005 Nomor 15); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Transparansi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2008 Nomor 32); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan 
Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut             
Tahun 2008 Nomor 39); 
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65. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Garut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 2); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 
Nomor 41); 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42); 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)        
Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2009 Nomor 7); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 
Nomor 4); 

71. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air 
Minum “Tirta Intan” Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 3); 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Garut Tahun Anggaran 2011 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 4); 

73. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7). 

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.717-Dinkes/2011 
tentang Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan di Bidang 
Kesehatan; 

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.804-Disdik/2011 
tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Layanan Pendidikan 
Masyarakat, Pendidikan Gender dan Pendidikan Kesetaraan; 

3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.806-Disdik/2011 
tentang Bantuan Keuangan Untuk Fasilitasi Penyelenggaraan 
Sekolah Menengah Pertama Terbuka; 

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.807-Disdik/2011 
tentang Bantuan Keuangan Untuk Program Bantuan Operasional 
Sekolah Provinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar. 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

BUPATI GARUT 
 
 

MEMUTUSKAN  : 
 
Menetapkan   :    PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2011. 

Pasal  1       

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah               
Rp.1.919.483.636.413,00 bertambah sejumlah Rp.143.450.247.729,00 sehingga menjadi        
Rp. 2.062.933.884.142,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 
a. Semula ……….……......................................................  Rp.1.919.483.636.413,00 
b. Bertambah/(berkurang) ………….................................. Rp.   143.450.247.729,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan......................              Rp. 2.062.933.884.142,00 

2. Belanja 
a. Semula …………........................................................... Rp. 2.020.467.946.067,00 
b. Bertambah/(berkurang) ………….................................. Rp.   144.441.455.531,00 

 Jumlah Belanja setelah Perubahan.............................              Rp. 2.164.909.401.598,00 
 Surflus/(Defisit) setelah Perubahan..............................             Rp.      (991.207.801,00) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan  

1) Semula ………......................................................... Rp. 114.060.005.714,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. 991.207.801,00 

 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.................             Rp. 115.051.213.515,00 
 

b.  Pengeluaran  
1)  Semula ………......................................................... Rp. 13.075.696.060,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. -  

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan                             Rp. 13.075.696.060,00 
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan                      Rp. 991.207.801,00 
 
Sisa    lebih    pembiayaan    anggaran       setelah 
Perubahan.............................................................. .  Rp.                             - 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula  ..................................................................  Rp. 119.966.482.779,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. 6.712.793.434,00 

Jumlah PAD setelah perubahan                                           Rp. 126.679.276.213,00 
 

b.  Dana Perimbangan   
1) Semula ............................................. ...................... Rp. 1.354.915.645.434,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.        27.138.920.526,00 
 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan                    Rp. 1.382.054.565.960,00 
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c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1)  Semula ............................................. ...................... Rp.  444.601.508.200,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. 109.598.533.769,00 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 
setelah perubahan ………………………………….                 Rp. 554.200.041.969,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pendapatan :  
a.  Pajak Daerah  

1)  Semula  ..................................................................  Rp. 14.910.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. 3.938.342.000,00 

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan ..............                Rp. 18.848.342.000,00 

b. Retribusi Daerah   
1) Semula ............................................. ...................... Rp 16.139.699.900,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.         149.000.000,00 

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan  .........  Rp. 16.288.699.900,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
1) Semula ............................................. ...................... Rp.  3.679.498.275,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. (524.548.566,00)) 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah 
setelah perubahan  .................................................  Rp. 3.154.949.709,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
1) Semula ............................................. ...................... Rp.  85.237.284.604,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. 3.150.000.000,00 

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah 
setelah perubahan  .................................................  Rp. 88.387.284.604,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis  
pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil  

1)  Semula  ...................................................................  Rp. 99.299.607.434,00 
2)  Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. 26.544.399.526,00 

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan  ..........  Rp. 125.844.006.960,00 

b.  Dana Alokasi Umum  
1)  Semula ............................................. ...................... Rp. 1.141.265.938.000,00 
2)  Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.             594.521.000,00    

Jumlah DAU setelah perubahan  ............................  Rp.1.141.860.459.000,00,00 

c.  Dana Alokasi Khusus  
1)  Semula ............................................. ...................... Rp.  114.350.100.000,00 
2)  Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. -  

Jumlah DAK setelah perubahan  ............................   Rp.114.350.100.000,00,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a.  Hibah  

1. Semula ………….. ..................................................  Rp.  6.500.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.  -  

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan.......  Rp.       
6.500.000.000,00 

b. Dana Darurat  
1. Semula sebesar ......................................................  Rp.  - 
2. Bertambah/(berkurang) ...........................................  Rp.  -  

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan  ..............  Rp.  – 
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c. Dana Bagi Hasil Pajak  
1. Semula ………….. ..................................................  Rp 44.955.600.600,00 
2. Bertambah/(berkurang) ...........................................  Rp.     10.015.369.789,00 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan   Rp.   54.970.970.389,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
1. Semula ………….. ..................................................  Rp      324.269.407.600,00 
2. Bertambah/(berkurang) ...........................................  Rp.   62.431.966.480,00 

Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan  .....  Rp.   
386.701.374.080,00 ................................................  

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya  
1) Semula ............................................. ...................... Rp.     68.876.500.000,00

 ................................................................................  
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.     37.151.197.500,00

 ................................................................................  
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan  ...  Rp. 106.027.697.500,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung  
1) Semula  ..................................................................  Rp.1.290.592.982.232,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.     89.558.956.849,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan  Rp.1.380.151.939.081,00 

b.  Belanja Langsung   
1) Semula ............................................. ...................... Rp.   729.874.963.835,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.        54.882.498.682,00 

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan .......  Rp. 784.757.462.517,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
belanja : 

a. Belanja Pegawai  
1) Semula  ..................................................................  Rp.1.114.267.726.031,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.    49.679.420.353,00 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan .........  Rp.1.163.947.146.384,00 
 

b. Belanja Bunga   
1) Semula ............................................. ...................... Rp. 6.744.843,00- 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. -   

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  ................  Rp.  6.744.843,00 
 

c. Belanja Subsidi   
1) Semula ............................................. ...................... Rp. - 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. -  

 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  ................  Rp.   - 

d. Belanja Hibah   
1) Semula ............................................. ...................... Rp. 37.002.195.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.         5.966.642.500,00 

 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan                              Rp.    42.968.837.500,00 

e. Belanja Bantuan Sosial   
1) Semula ............................................. ...................... Rp.    53.713.973.313,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp. 20.703.994.996,00 

 Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan..........                Rp.   74.417.968.309,00 
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f. Belanja Bagi Hasil 
1) Semula ............................................. ...................... Rp.       27.500.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.        -  

 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan .................             Rp.         27.500.000,00 

g. Belanja Bantuan Keuangan  
1) Semula ............................................. ...................... Rp. 83.070.528.750,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.     11.708.899.000,00 

 Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan  ….             Rp.   94.779.427.750,00 

h. Belanja Tidak Terduga  
1) Semula .............................................. ..................... Rp.  2.504.314.295,00 
2) Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.      1.500.000.000,00 

 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan               Rp.   4.004.314.295,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai  

1.  Semula  ..................................................................  Rp. 118.370.961.588,00 
2. Bertambah/(berkurang) ...........................................  Rp.       9.561.543.723,00 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan                         Rp. 127.932.505.311,00 

b. Belanja Barang dan Jasa  
1.  Semula  ..................................................................  Rp. 338.007.663.758,00 
2. Bertambah/(berkurang)  ..........................................  Rp.     30.195.554.883,00   

 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah 
Perubahan …………………………………..                             Rp. 368.203.218.641,00 

c.  Belanja Modal  
1.  Semula ...................................................................  Rp.   273.496.338.489,00 
2. Bertambah/(berkurang) ...........................................  . Rp      15.125.400.076,00,00 

 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan ……                     Rp. 288.621.738.565,00 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a.  Penerimaan sejumlah Rp. 115.051.213.515,00 

1)  Semula  ..................................................................  Rp. 114.060.005.714,00 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. 991.207.801,00 

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan  Rp. 115.051.213.515,00 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 13.075.696.060,00 
1) Semula  ..................................................................  Rp. 13.075.696.060,00 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp.         -  

 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp. 13.075.696.060,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 115.051.213.515,00 

1) Semula  ..................................................................  Rp. 114.060.005.714,00 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. 991.207.801,00 

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya 
setelah Perubahan ..................................................  Rp. 115.051.213.515,00 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. - 
1) Semula  ..................................................................  Rp. - 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. -  

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah 
Perubahan  .............................................................  Rp.   – 
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang terpisahkan sejumlah Rp. - 
1) Semula  ..................................................................  Rp. - 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. -  

 Jumlah Hasil Penjulan Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan setelah Perubahan  ...............................  Rp.   - 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. - 
1) Semula  ..................................................................  Rp. - 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. -  

 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah 
Perubahan  .............................................................  Rp.   - 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. - 
1) Semula  ..................................................................  Rp. - 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. -  

 Jumlah penerimaan kembali pemberian 
pinjaman setelah Perubahan  .................................  Rp.   - 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. - 
1) Semula  ..................................................................  Rp. - 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. -  

 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah 
Perubahan  .............................................................  Rp.   - 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 

1) Semula  ..................................................................  Rp.  2.000.000.000,00               
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp.    -  

 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah 
Perubahan  .............................................................  Rp.   2.000.000.000,00  

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 11.000.000.000,00 
1) Semula  ..................................................................  Rp.       11.000.000.000,00 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. -  

 Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah 
setelah Perubahan   Rp.    11.000.000.000,00 

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 75.696.060,00 
1) Semula  ..................................................................  Rp. 75.696.060,00 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. -  

 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang 
jatuh tempo setelah Perubahan  .............................  Rp.      75.696.060,00 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. - 
1) Semula  ..................................................................  Rp. - 
2) Bertambah /(berkurang)  .........................................  Rp. -  

 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan 
Obligasi Daerah setelah perubahan  ......................  Rp.   - 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi SKPD; 
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3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan 

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum 
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di G a r u t 
 pada tanggal 28 - 10 - 2011   

 B U P A T I   G A R U T, 
                         
                      t t d 
   

                ACENG H.M. FIKRI 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 28 - 10 - 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 
 
                              t t d 
 
            I M A N  A L I R A H M A N 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2011 NOMOR 28 

    

 
 
 
 
 
 


